
BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENETAPAN DANA DI KELURAHAN

Menimbang :

Mengingat

BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakatdi kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam
Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakatdi Kelurahan:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan
tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana dan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana AlokasiUmum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu adanyaPenetapan Dana Alokasi Umum Tambahan:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, huruf b, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan PembangunanSarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan
Penetapan Dana di Kelurahan Bersumber dari Dana AlokasiUmum Tambahan:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah ProvinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286):

a.

b.

c.

d.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentangKecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206):

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322):

7.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33):

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentangPedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139):
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana AlokasiUmum Tambahan Tahun Anggaran 2020,
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3):



Menetapkan :
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 20 16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten BengkalisTahun 2019 Nomor 7),

16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaDaerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 43),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANKEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENETAPAN DANA DIKELURAHAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUMTAMBAHAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan atau disebut nama lain adalah bagian wilayah dari

Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagaiperangkat Kecamatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku penggunaanggaran/ pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olehsatu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaibagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu programdan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber dayabaik yang berupa sumber daya manusia, barang modaltermasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi daribeberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagaimasukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalambentuk barang/ jasa.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAUTambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahandi Daerah Kota untuk kegiatan pembangunan sarana danprasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakatdi Kelurahan.
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Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana
masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial
untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.

9.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang
selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Pemerintah
Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Tim supervisi adalah kelompok masyarakat yang membantu
dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan.
Pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan adalah
pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup
kelurahan dengan berpedoman pada hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiankewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsinya.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yangdapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjanegara/anggaran belanja daerah.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkatPPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yangmelaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yangditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada Perangkat Daerah.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah
musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan
untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan
memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnyadan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkanoleh PPTK.
Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatanserta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkatDPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh PA/KPAuntuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas bebanpengeluaran DPA.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkatSP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairandana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPPadalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yangselanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukanoleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uangpersediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaranlangsung.
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaanyang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yangdiajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaantambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD
yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untukpembayaran langsung dan uang persediaan.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnyadisingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan olehbendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaranlangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrakkerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gajidengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktupembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
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33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran Dokurnen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkatSP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkatSiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selarna satu periode anggaran.

BAB II
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan:
a. pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan: dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 3
(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk
membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung
pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman,
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasi:
C. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan: dan/atau
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana prasarana pendidikan dankebudayaan.

Pasal 4
(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaansarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jaringan air minum:
b. drainase dan selokan:
Cc. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahansampah:
d. sumur resapan:
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e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala
permukiman,

f. alat pemadam api ringan,
g. pompa kebakaran portable:
h. penerangan lingkungan pemukiman, dan/atau
i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. jalan pemukiman,
b. jalan poros Kelurahan: dan/atau
C. sarana prasarana transportasi lainnya.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal:
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu:

dan/atau
Cc. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. taman bacaan masyarakat:
b. bangunan pendidikan anak usia dini:
c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini:
dan/atau

d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 5
(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan

kapasitas dan kapabilitas di Kelurahan dengan
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat:
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan:
Cc. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah,
d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan:
e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat: dan/atau
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f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6
(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat:
b. keluarga berencana:
c. pelatihan kader kesehatan masyarakat: dan/atau
d . kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

lainnya.
(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan kerja:
b. penyelenggaraan kursus seni budaya, dan/atau
Cc. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

lainnya.
(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
c, meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan usaha: dan/atau
b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan

menengah lainnya.
(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan:dan/atau
b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf e, meliputi:
a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan,
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenagakeamanan/ketertiban kelurahan, dan/atau
C. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat umum lainnya.
(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapibencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana:
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapibencana:
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana:
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran, dan/atau
€. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
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Pasal 7

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6
dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga
pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan
tambahan dan/atau perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam
bentuk berita acara.

Pasal 8
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam
dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 9
(1) Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAU
Tambahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

Pasal 10
Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah Kelurahan di
Kecamatan bersangkutan dikalikan dengan besaran alokasi
anggaran per Kelurahan.

Pasal 11

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing
kegiatan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan
Anggaran Kecamatan.
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BAB IV
RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12
Dana DAU Tambahan dialokasikan Rp366.000.000,- (Tiga ratusenam puluh enam juta rupiah) per kelurahan dengan kategori
perlu di tingkatkan.
Pagu Alokasi DAU Tambahan yang di anggarkan dalam APBD
Kabupaten Bengkalis sebesar Rp6.954.000.000,- (Enam milyarsembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).
Penetapan rincian DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan
di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaranuntuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan
Keuangan dan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan di Kelurahan.
Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantudi Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa
Pengguna Anggaran melalui BUD.
Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapatmenetapkan pejabat lain yang memenuhi persyarataan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasayang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantudan diketahui/disetujui oleh PPTK,
b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu:
c. melakukan verifikasi SPP:
d. menyiapkan SPM: dan
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 15
Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi
kemasyarakatan.

Pasal 16
Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17
(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan
mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku
entitas akuntansi.

(3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan berdasarkan
laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan
pertanggungjawaban fungsional.

(4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasaranadi Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekeningKelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan padaalokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.
Pasal 18

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam
melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunansarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan
verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikanoleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawabandan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan,
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian

objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek: dan
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajakpenghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek:
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(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang
bersumber dari DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap
semester.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(S5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk:
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan

Juli: dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan

Januari.
(6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

(7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakatdi Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur Riau sebagaiwakil Pemerintah Pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai denganketentuan peraturan perundang- undangan
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakilPemerintah Pusat.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3)dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi danpemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 April 2920
Plh. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH

TN
an

H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

—N.
———w&

H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 16



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA DI KELURAHAN
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN

NO KECAMATAN/KELURAHAN NILAI DARI APBN NILAI DARI APBD
(RP) (RP)

1. 2. 3. 4.
1. |KECAMATAN BENGKALIS

1.1 KEL. BENGKALIS KOTA 366.000.000 370.680.000

1.2 KEL. DAMON 366.000.000 345.396.250

1.3 KEL. RIMBASEKAMPUNG 366.000.000 412.092.500

2. |KECAMATAN BUKIT BATU

2.1 KEL. SUNGAI PAKNING 366.000.000 125.560.000

3. |KECAMATAN RUPAT

3.1 KEL. BATU PANJANG 366.000.000 367.520.000

3.2 KEL. TERKUL 366.000.000 299.740.000

3.3 KEL. TANJUNG KAPAL 366.000.000 276.360.000
3.4 KEL. PERGAM 366.000.000 278.261.000

4. |KECAMATAN MANDAU

4.1 KEL. GAJAH SAKTI 366.000.000 115.825.000
4.2 KEL. DURI BARAT 366.000.000 106.625.000
4.3 KEL. DURI TIMUR 366.000.000 230.432.500
4.4 KEL. BATANG SEROJA 366.000.000 525.744.900
4.5 KEL. PEMATANG PUDU 366.000.000 121.625.000
4.6 KEL. TALANG MANDI 366.000.000 120.625.000
4.7 KEL. BALIK ALAM 366.000.000 104.445.000
4.8 KEL. BABUSSALAM 366.000.000 52.241.500
4.9 KEL. AIR JAMBAN 366.000.000 118.775.000



2

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH

Dn.
H. BUSTAMI. HY

1. 2. 3. 4.
5. |KECAMATAN PINGGIR

5.1 KEL. BALAI RAJA 366.000.000 125.000.000

5.2 KEL. TITIAN ANTUI 366.000.000 181.600.000
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